BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR &9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

:a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum

Daerah Natuna sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) dengan status penuh maka perlu pedoman
pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.

.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);
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.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

12.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
KABUPATEN NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah
Kabupaten Natuna.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang selanjutnya
disingkat RSUD Natuna adalah Nama Rumah Sakit
Umum yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten
Natuna.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Natuna Kabupaten Natuna.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.

7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Natuna yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada
masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

8. Kerjasama RSUD Natuna adalah perikatan kerja antara
RSUD Natuna dengan pihak lain yang dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan
saling menguntungkan;



9. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut
RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan
penganggaran tahunan yang berisi program, Kegiatan,
target kinerja dan anggaran suatu BLUD;

10. Pihak Lain adalah pihak ketiga ( Lembaga/ Instansi/
Perorangan) yang diajak bekerjasama oleh RSUD Natuna.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah
memberikan pedoman bagi RSUD Natuna untuk
melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tuyjuan dibentuknya Peraturan ini adalah untuk mengatur
fleksibilitas pelaksanan kerjasama RSUD Natuna dengan
pihak lain sebagai wujud kewenangan yang diberikan
kepada RSUD Natuna yang telah menerapkan PPK-BLUD
secara penuh.

BAB III
PRINSIP KERJASAMA

Pasal 3

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan,
RSUD Natuna dapat melakukan kerjasama dengan pihak
lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas,
ekonomis dan saling menguntungkan.

BAB IV
BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), antara lain:
a. kerjasama operasi,;
b. sewa menyewa; dan
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi

BLUD.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Natuna
dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan
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proses operasional secara bersama dengan pembagian
keuntungan atau manfaat sesuai kesepakatan kedua

belah pihak.
(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan penyerahan hak

penggunaan/pemakaian barang RSUD Natuna kepada
pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang
sewa bulanan, tahunan, atau sesuai dengan jumlah
output pemakaian obyek sewa menyewa.

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD
Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan kerjasama dengan pihak lain yang
menghasilkan pendapatan bagi RSUD Natuna dengan
tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi
kewajiban RSUD Natuna.

BABV
PENGELOLAAN PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Pasal 5

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan pendapatan RSUD Natuna.

(2) Pendapatan RSUD Natuna dari hasil kerjasama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan
secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD
Natuna sesuai RBA.

BAB VI
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN KERJASAMA

Pasal 6

(1) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Direktur atas
nama RSUD Natuna secara bersama-sama dengan
Pemimpin Pihak Lain.

(2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dapat
diperpanjang kembali.

Pasal 7

Setiap perjanjian kerjasama RSUD Natuna dengan Pihak
Lain wajib dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Natuna
melalui BPKAD Kabupaten Natuna.
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Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Desewmlper

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kabupaten Natuna ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai oG
pada tanggal 1% pesember &

20\6

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

R -

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 69
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